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Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah seiring dengan 
keinginan masyarakat yang mengharapkan pelayanan publik berjalan lebih efektif 
karena tugas terpenting dari instansi pemerintah adalah pemberi pelayanan, 
namun keefektifan pula sangat penting dan dibutuhkan dalam menunjang 
pelayanan. Dan salah satu instansi pemerintah dalam memberikan pelayanannya 
adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, yangmana pelayanannya  berupa AK 
1. Inilah yang menjadi tolak ukur dari pembahasan dan penelitian ini. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelayanan 
Kartu Tanda Pencari Kerja (AK 1) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar bila 
dilihat dari pendekatan proses. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
dengan pendekatan deskriptif dengan melalui teknik wawancara, observasi dan 
dokumentasi. 
Berdasarkan hasil penelitian Efektivitas Pelayanan Kartu Tanda Pencari 
Kerja (AK 1) Pada Dinas Tenaga Kerja kota Makassar, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa efektivitas dari segi pendekatan proses masih adanya 
indikator yang belum sesuai dan tidak menunjang dalam keefektivan itu sendiri 
baik itu efisiensi pelayanan yang belum berjalan sebagaimana mestinya apabila 
dilihat dari masih adanya masyarakat yang kurang setuju juga dari desentralisasi 
dalam pengambilan keputusan serta adanya usaha dari individu maupun 
organisasi dalam pencapaian tujuan yangmana ini sangatlah penting dan 
diperlukan pemikiran selanjutnya tentang dampak positif dalam membangun 
kerjasamanya berjalan dengan baik. dan dari segi hubungan antara pimpinan 
dan bawahan dalam semangat kerjasamanya  sudah berjalan secara efektif 
antara pihak yang satu dan lainnya. Karena masih adanya beberapa indikator 
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This research background phenomena is along with desire of society 
expecting service of public walk more effective because all important duty of 
governmental institution giver of service, but effectiveness also of vital 
importance and required in supporting service. And one of the governmental 
institution in giving its service On Duty Labour of Makassar town, its service call  
in the form of AK 1. This become yardstick of this research and solution. 
The objective of research is to know execution of service from 
management of searcher sign card work On Duty Labour of Makassar Town and 
to know do existing execution have effective if seen from approach of process. 
This research use method qualitative with descriptive approach through interview 
technique, documentation and observation. 
Pursuant to result of research of Effectiveness Service Of Card Sign 
Searcher Of Job ( AK 1) On duty Labour of Makassar Town, hence can be pulled 
by conclusion that effectiveness of facet approach of process there still indicator 
which not yet according to and not support in effectivity of good itself service 
efficiency which not yet walked properly if seen from there still his less society 
agree also from decentralization in decision making and also the existence of the 
effort from organization and also individual in attainment of target of target more 
important and needed idea hereinafter about positive impact of developing its 
cooperation walk better. And from relation between subordinate in spirit of 
cooperation have effectively between one and is other. Because there still its 











I.1 Latar Belakang 
Hubungan antara sesama manusia memanglah sangat diperlukan dalam 
menunjang keberlangsungan hidup masing-masing diantaranya. Namun yang 
terjadi pada saat ini pemerintah banyak mendapat sorotan publik terutama dalam 
hal pelayanan. Sedangkan masyarakat Indonesia sendiri semakin kritis dalam 
menginginkan pelayanan yang maksimal dari pemerintah. Dalam kehidupan 
global disertai perubahan zaman dan semakin modernnya kehidupan manusia, 
teknologi dan yang lainnya ini membawa perubahan dan dampak yang kompleks. 
Salah satu isu yang sangat menarik untuk dikaji adalah berkaitan dengan 
rendahnya efektivitas dalam pemberian pelayanan pada sebagian besar instansi  
pemerintah. Apabila kita mengamati fenomena yang terjadi pada masyarakat 
sampai saat ini masih banyak melakukan kerusuhan, unjuk rasa, demonstrasi 
secara berlebihan yang diakibatkan oleh rasa ketidakpercayaan masyarakat 
terhadap pemerintahan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Selain 
itu, fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat dan yang dikeluhkan baik itu 
dalam hal kepengurusan yang berwujud kepada pelayanan dari para oknum 
yang terlibat pada institusi tersebut.  
Padahal tugas terpenting dari setiap instansi pemerintahan adalah 
memberikan pelayanan. Pelayanan oleh aparatur pemerintah kepada 
masyarakat adalah merupakan perwujudan peranan birokrasi sebagai 
administrator dalam pelaksanaan tugas-tugas dan mengarahkan pelayanan 
masyarakat dengan penuh pengabdian, juga memperbaiki tata laksana 
pelayanan masyarakat secara lebih tertib dan teratur akan mempunyai wibawa 
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dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Output dari pelaksanaan tugas 
adalah berupa jasa pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan 
dikatakan efektif, apabila para aparat tersebut berhasil dalam melaksanakan 
tugasnya di instansi pemerintah masing- masing sesuai dengan tujuan yang telah 
ditetapkan sebelumnya dan juga berdasar dari pada keinginan publik itu sendiri. 
Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu berusaha baik itu 
melalui aktivitas sendiri maupun secara tidak langsung melalui aktivitas orang 
lain. Aktivitas adalah suatu proses penggunaan akal, fikiran, pancaindera dan 
anggota badan dengan atau tanpa alat bantu yang dilakukan oleh seseorang 
untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dalam bentuk barang maupun jasa, 
maka proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang secara 
langsung inilah yang dinamakan pelayanan. Arti proses itu sendiri menurut Fred 
Luthans adalah: “any action which is performed by management to achieve 
organizational objectives”1. Maksud dari pendapatnya menyatakan bahwa: 
beberapa kegiatan yang dilakukan dalam manajemen untuk mendapatkan tujuan 
akhir dari suatu organisasi. Di sini pengertian proses terbatas dalam kegiatan 
manajemen dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Memang pelayanan 
yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pelayanan dalam rangkaian organisasi- 
manajemen. Meskipun demikian dalam arti luas yakni proses yang menyangkut 
segala usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka pencapaian tujuan. 
Di dalam sistem kepemerintahan terdapat pelaksanaan tugas dan 
pekerjaan yang merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh para 
anggotanya dalam suatu organisasi untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat dalam memperoleh haknya, baik itu berupa barang maupun jasa 
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yang terdapat dalam suatu organisasi baik itu instansi pemerintah maupun 
swasta. Dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan tersebut terdapat tujuan yang 
sama yakni mengharapkan suatu hasil yang baik serta memuaskan sesuai 
dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya. 
Dalam pelayanan umum juga tidak bisa dilepaskan dari masalah 
kepentingan umum karena inilah yang menjadi asal usul dalam timbulnya istilah 
pelayanan umum tersebut, dengan kata lain antara kepentingan umum terdapat 
korelasi dengan pelayanan umum. Tugas terpenting dari setiap instansi 
pemerintahan adalah memberikan pelayanan, bahkan pada dasarnya 
pembentukan instansi- instansi pemerintah ditujukan sebagai perangkat utama 
dalam pemberian pelayanan2. Harus diakui, bahwa pelayanan yang diberikan 
oleh pemerintah kepada rakyat terus mengalami pembaharuan, baik dari sisi 
paradigma maupun format pelayanan seiring dengan adanya kebijakan- 
kebijakan yang dikeluarkan dari instansi tersebut juga dalam  meningkatnya 
tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam pemerintah itu yang memuaskan 
bahkan masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya dan 
termaginalisasikan dalam kerangka pelayanan3. Padahal Kegiatan pelayanan 
juga menyangkut tentang pemenuhan suatu hak, maka ia menjadi hak ikutan 
yang juga melekat pada setiap orang. Jadi dalam memperoleh pelayanan yang 
wajar untuk mendapatkan hak itu adalah suatu hak juga yang harus 
diperjuangkan. Dan intinya bahwa para aparat pemerintah itu merupakan abdi 
masyrakat dan tidak sepenuhnya abdi negara karena instansi pemerintah tidak 
boleh lupa dia memberikan pelayanan kepada publik, yangmana berdasar dari 
KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Hakikat 
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 Lembaga Administrasi Negara. 2003. Penyusunan Standar Pelayanan Publik. Jakarta. Hal 1. 
3
 Agung Kurniawan. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta. Hal 1-2. 
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Pelayanan Publik adalah Pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang 
merupakan perwujudan kewajiban dari aparatur pemerintah sebagai abdi 
masyarakat4. Tampak jelas apa yang menjadi hak dari masyrakat dan kewajiban 
aparat itu sendiri.  
Selain itu, efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih 
oleh sebuah organisasi agar dapat memuaskan masyarakat dan efektivitas 
secara langsung dapat  dihubungkan dengan pencapaian tujuan dari suatu 
organisasi tersebut. Kata efektivitas itu sendiri memiliki unsur- unsur yang 
memang menjadi perhatian kepada masyarakat. Mereka menuntut pelayanan 
yang efektif dalam berbagai hal, yakni dalam penyelesaian pekerjaan secara 
efektif berarti menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu sesuai dengan 
kuantitasnya serta penggunaan sumber daya ataupun output yang minimal 
dalam mencapai hasil kerja yang maksimal. Hal ini selalu diharapkan tidak hanya 
di pusat swasta, pemerintahan, juga pada semua tingkat pemerintahan baik itu 
dari pusat sampai kelurahan mendapatkan tuntutan yang sama dari publik yaitu 
pelayanan yang efektif. 
Yang mendasari dari efektivitas adalah tujuan yang ingin dicapai sesuai 
dengan perencanaan yang telah ada, namun dari ini masih ada saja publik yang 
kurang merespon akan hal ini karena tidak  diharapkan oleh publik, yakni dari 
segi biaya yang tidak transparan yang memungkinkan terjadinya pungli di 
instansi tersebut, apabila terdapat biaya dalam segi aktual maka perlu adanya 
kepastian biaya pelayanan, yakni kesesuaian antara biaya yang dibayarkan 
dengan biaya yang telah ditetapkan. Kecepatan pelayanan juga merupakan hal 
terpenting karena perlunya target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam 
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 Ratminto, Atik Septi Winarsih, 2005. Manajemen Pelayanan.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 19. 
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waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. Kejelasan 
informasi dalam hal pemenuhan persyaratan dalam mendapatkan pelayanan. 
Dari organisasi tersebut perlunya penyesuaian dengan apa yang menjadi  
Kebijaksanaan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat 
harus direncanakan secara transparan dan lebih mengefektifkan tugas, dan 
fungsi- fungsi dari lembaga pengawasan itu sendiri. Rakyat mulai 
mempertanyakan akan nilai yang mungkin mereka peroleh atas pelayanan yang 
dilakukan oleh suatu instansi pemerintahan. Walaupun anggaran rutin dan 
pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini semakin 
membengkak, namun kenyataanya masyarakat selalu merasa belum puas 
terhadap kualitas jasa maupun barang yang telah diberikan oleh instansi, 
padahal Kata pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha 
ataupun kegiatan yang bersifat jasa. 
Berkaitan dengan tugas yang harus dilaksanakan, maka penyediaan 
pelayanan oleh pemerintah itu sendiri harus difokuskan pada pemenuhan 
kebutuhan masyarakat, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri aparat pemerintah sangatlah 
bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada 
masyarakat sebagai wujud hal dari penciptaan kesejahteraan masyarakat. 
Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang efektif dan terbaik oleh 
pemerintah karena sistem demokrasi yang ada juga kembali pada rakyatnya, 
selain itu, karena masyarakat juga telah memberikan dananya dalam bentuk 
pungutan pajak, retribusi serta berbagai pungutan yang lainnya5. Namun saat ini, 
pelayanan yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat umum kadang dibalik 
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 Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKN. Hal 229. 
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menjadi pelayanan masyarakat terhadap negara6, meskipun negara berdiri 
sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikannya. 
Artinya, birokrat sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaik untuk 
masyarakat. 
Di setiap pemerintahan negara dapat dipastikan adanya instansi yang 
tugas fungsionalnya adalah mengurus ketenagakerjaan secara nasional dengan 
nama apapun instansi tersebut, baik itu dikenal dengan sebutan antara lain: 
Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perburuhan, Departemen Sumber Daya 
Manusia atau nomenklatur lain dengan cakupan tugas yang sejenis. Kantor 
Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar merupakan kantor yang juga memberikan 
pelayanan, salah satunya sebagai kantor penyedia Kartu Tanda Pencari Kerja. 
Salah satu aktivitas instansi seperti ini adalah membina kerjasama dengan 
berbagai instansi pemerintah yang bertangggungjawab di bidang 
ketenagakerjaan serta lembaga swasta yang berbadan hukum. Selain sebagai 
penyedia layanan kartu tanda pencari kerja juga instansi tersebut melaksanakan 
kegiatan antar kerja sebagai salah satu upaya dalam rangka melaksanakan misi 
mengatur, melaksanakan penyediaan, penyebaran, pembinaan, penggunaan 
dan perlindungan tenaga kerja’ jadi dalam hal ini antar kerja tersebut merupakan 
salah satu pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kerjasama tersebut dapat 
berwujud di satu pihak kesediaan para pemakai tenaga kerja menyampaikan 
informasi tentang berbagai lowongan yang tersedia dalam organisasi masing-
masing dan di lain pihak, penyampaian informasi tersebut ditujukan kepada 
pencari kerja yang terdaftar pada kantor tenaga kerja yang bersangkutan. 
Manfaat dari kerjasama ini yakni, persyaratan yang ditentukan oleh organisasi 
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 Inu Kencana Syafiie, Tandjung Djamaluddin dan Supardan Modeong. 1999. Ilmu Administrasi 
Publik. Jakarta: PT Rieka Cipta. Hal V. 
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untuk mengisi lowongan yang tersedia relatif mudah untuk dicocokkan dengan 
daftar lamaran yang ada di kantor tenaga kerja. Selain itu, para pencari kerja 
juga dapat dengan mudah untuk melihat informasi tentang berbagai lowongan 
yang tersedia karena di tempelkan pada papan pengumuman yang khusus 
disediakan untuk para pencari kerja tersebut, artinya para pelamar tidak perlu 
lagi menemui pegawai tertentu di instansi yang bersangkutan untuk memperoleh 
informasi. 
Dan bagi para pejabat atau pegawai negeri sipil yang memiliki 
keterampilan  yang ditunjuk sebagai  pengantar kerja dalam melakukan kegiatan 
antar kerja dan diangkat dalam jabatan fungsional oleh Menteri atau pejabat 
yang ditunjuk inilah yang disebut sebagai pengantar kerja di instansi tersebut 
adalah tenaga ahli di bidang analisis di bidang pekerjaan7. Dalam pengisian 
angkatan kerja selanjutnya pegawai pada dinas terkait yang memiliki peran 
sebagai pengantar kerja memiliki kewajiban untuk pengisian angkatan kerja 
maupun wawancara secara langsung mengenai bakat, minat dan kemampuan 
yang dimiliki para pencari kerja sehubungan dengan Peraturan Menteri Tenaga 
Kerja Dan Transmigrasi RI, NOMOR: PER.07/ MEN / IV/ 2008  Yang Tertera 
Pada Pasal 25 Ayat 4. Dalam hal ini bisa terjadi penyimpangan pelayanan 
karena dalam pengisian angkatan kerja yang dimaksud dilakukan wawancara 
langsung kepada pencari kerja sesuai dengan mekanisme yang ada, namun bila 
terjadi penumpukan para pencari kerja, pelayanan yang diberikan dari kantor 
melalui pengantar kerja tidak memberikan pelayanan yang sebagaimana 
mestinya karena dengan waktu yang ada mereka tidak dapat mengkondisikan 
waktunya, sehingga wawancara yang dilakukan tidaklah seperti pelayanan pada 
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 Siagian,Sondan P. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta:PT Bumi Aksara. Cet 16. 
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umumnya. Hal tersebut  bisa menjadi masalah dalam pelayanannya, karena 
mereka masih saja menghasilkan pelayanan yang tidak efektif, dan seperti 
diketahui dari beberapa pembahasan di atas bahwa efektivitas tersebut berkaitan 
pula dengan waktu, kuantitas dan sumber daya. Selain itu juga pihak pemerintah 
terkait dalam melaksanakan kewajibannya dalam pelayanan penempatan tenaga 
kerja belum optimal, hal ini dapat terlihat pada era otonomi daerah dimana 
banyak petugas pengantar kerja/ antar kerja belum berfungsi sebagaimana 
mestinya 
. Masalah- masalah yang mungkin ada dan terjadi disebabkan oleh 
adanya perilaku dari individu pegawai yang melanggar dari aturan yang berlaku 
yang telah ditetapkan dari peraturan yang ada ataupun kebijakan dari instansi 
tersebut baik itu yang berdasar pada peraturan daerah maupun Undang- undang 
yang telah mengikat. Hal ini pula dapat terjadi karena aturan yang mungkin telah 
menyalahi dari aturan mekanisme kerja yang tidak berdasar kepada standar lokal 
yang sudah ada sehingga penyimpangan marak terjadi di kalangan tersebut.  
Pada kartu tanda pencari kerja ini terdapat beberapa ketentuan bagi para 
pencari kerja, dan sebagai pegawai yang memiliki fungsi sebagai pengantar kerja 
memiliki kewajiban untuk menjelaskan apa saja maksud dari poin- poin yang 
tertera pada ketentuannya, sehingga para pencari kerja tidak merasakan minim 
akan informasi tersebut hal inilah juga yang harus di laksanakan secara baik 
pada pengantar kerja sehingga yang menerima pelayanan merasakan kepuasan. 
Guna untuk memberikan informasi yang lengkap dan mutakhir tentang 
lowongan kerja yang tersedia, kantor tenaga kerja yang handal mempunyai “bank 
data lowongan” dengan bantuan komputer, pemutakhiran data sangat mudah 
dilakukan, baik dalam arti mencoret lowongan yang sudah terisi maupun 
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lowongan baru yang terdapat dalam berbagai organisasi8. Terdapat salah satu 
perkembangan baru dalam dunia ketenagakerjaan ialah tumbuh dan 
beroperasinya perusahaan- perusahaan swasta yang kegiatan utamanya adalah 
mencari dan meyalurkan tenaga kerja yang pada mulanya, perusahaan- 
perusahaan yang bergerak di bidang ketenagakerjaan tersebut yang lahir 
sebagai pelengkap kantor tenaga kerja milik pemerintah. Dalam perkembangan 
selanjutnyapun perusahaan- perusahaan swasta tersebut bekerjasama dengan 
instansi pemerintah yang dimaksud. 
Dari segala bentuk kegiatan yang dilakukan pada instansi tersebut, 
sebaiknya mampu untuk melaksanakan kerjanya sesuai dengan kriteria 
penyelenggaraan pelayanan publik  yang baik. Serta penerapannya harus lebih 
banyak kepada pengaturan dan mekanisme kerjanya harus mampu 
menghasilkan pelayanan yang efektif yang dapat dicapai dengan 
mengoptimalkan seluruh sumber daya  yang ada dalam suatu organisasi. 
Terdapat ketentuan  peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
Ketenagakerjaan yakni pada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 
tahun 2003, juga terdapat pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Kota Makassar. 
Berdasarkan dari pembahasan di atas, penulis mengambil judul 
Efektivitas Pelayanan Kartu Tanda Pencari Kerja (AK 1) pada Dinas Tenaga 
Kerja Kota Makassar. 
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 Ibid, hal 117. 
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I.2 Rumusan Masalah 
Di lihat dari latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan 
masalah yaitu: Bagaimana efektivitas pelayanan Kartu Tanda Pencari Kerja (AK 
1) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar bila dilihat dari pendekatan proses? 
I.3 Tujuan Penelitian 
Dengan diadakannya penelitian ini, penulis mengharapkan tujuan sebagai 
berikut: Untuk mengetahui efektivitas pelayanan Kartu Tanda Pencari Kerja (AK 
1) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar bila dilihat dari pendekatan proses 
I.4 Manfaat Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diambil 
bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat akademis 
Manfaat dari segi akademis sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu 
keefekktivan pelayanan dalam berorgnaisasi juga yang diharapkan dalam 
penelitian ini adalah menjadikan temuan penelitian ini sebagai referensi 
akademis dalam pengkajian pelayanan untuk keefektivan pelayanan pada Dinas 
Tenaga Kerja Kota Makassar salah satunya. 
2. Manfaat praktis 
Sebagai bahan masukan baik terhadap atasan maupun  bawahan yang berada 
pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar terkait dengan keefektivan pelayanan 






3. Manfaat penulis  
Yaitu dapat menambah dan memperluas wawasan pengetahuan dalam 
penulisan karya ilmiah (skripsi) yang terkait dengan masalah yang diteliti, serta 



















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
V.1 Efektivitas Pelaksanaan Dilihat dari Pendekatan Proses 
Untuk mengetahui seperti apa efektivitas pelayanan publik di Kantor 
Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, peneliti menggunakan teori yang 
dikemukakan oleh Martani dan Lubis tentang Pengukuran Efektivitas dengan 
menggunakan pendekatan proses. Adapun indikator- indikatornya adalah 
efisiensi pelayanan, semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja, 
desentralisasi dalam pengambilan keputusan, hubungan antara pimpinan dan 
bawahan serta adanya usaha dari individu maupun organisasi dalam pencapaian 
tujuan yang telah direncanakan. Indikator tersebut penting dalam menelusuri 
kefektivitan dalam pemberian pelayanan yang ditujukan ke publik. Besarnya 
efektivitas pelayanan publik ditinjau dari indikator- indikator yang akan 
dideskripsikan sesuai hasil wawancara dengan para informan. 
Adapun indikator pengukuran efektivitas antaralain: 
1. Efisiensi pelayanan 
Efisiensi merupakan salah satu dimensi yang perlu dideteksi dalam 
pengukuran efektivitas pelayanan publik karena efisiensi itu berkaitan dengan 
segala persyaratan yang relevan dengan pelayanan yang diberikan kepada 
publik, bagaimana pemanfaatan sumber daya dalam penciptaan efektivitas 
tersebut serta bagaimana output yang dihasilkan. Dimensi efisiensi terkait 
efektivitas pelayanan publik di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar yang 






Selanjutnya untuk lebih jelasnya berikut ini akan dipaparkan hasil 
wawancara dari beberapa informan sesuai dengan indikator yang digunakan 
dalam penelitian ini. 
 Waktu 
Adapun gambar dari SOP (Standar Operating Prosedur), yakni: 
SOP (STANDAR OPERATING PROSEDUR) 
PELAYANAN PENCARI KERJA 
Waktu ± 15 Menit 
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Berkenaan dengan waktu, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam 
pelayanan AK 1 dan apakah terdapat standar waktu yang ditetapkan dalam 
pelayanan tersebut? 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Perencanaan, Perluasan 
dan Penempatan Tenaga Kerja Kota Makassar, beliau mengatakan bahwa: 
“Dalam menyelesaikan pelayanan yang terdapat pada kantor dinas 
tenaga kerja ini baik itu berupa pelayanan AK 1 tidak membutuhkan 
waktu yang lama karena kami memiliki misi yakni memberikan pelayanan 
yang cepat, tepat dan memuaskan bagi masyarakat dalam 








PK  1 
PK  2 
PK  3 
PK  4 
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yang ada. Sedangkan masalah standar sendiri ada sesuai dengan SOP 
(Standar Operating Prosedur) lama waktunya ± 15 menit.” (hasil 
wawancara 31 Mei 2011) 
 
Selain itu terdapat pendapat lain yang diutarakan oleh Kasie 
Penempatan, yang mengatakan bahwa: 
“Waktu yang digunakan para pegawai dalam menyelesaikan pelayanan 
AK 1 yaitu 10-15 menit tergantung dari penerima pelayanan (para pencari 
kerja) itu sendiri kalau mereka sudah memenuhi persyaratan yang ada 
mungkin saja bisa lebih cepat dari standar yang telah ditetapkan 
sebelumnya yakni ± 15 menit yang berdasar dari bagan SOP itu sendiri.” 
(hasil wawancara 8 Juni 2011) 
 
Pendapat senada juga diungkapkan oleh Staf Perencanaan, yakni: 
“Di dalam kepengurusan pelayanan kartu tanda pencari kerja terdapat 
beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi pencari kerja itu sendiri, 
namun ini semuanya kembali kepada situasi dan kondisi yang ada karna 
apabila persyaratan yang dimaksud telah dipenuhi tidak menutup 
kemungkinan bahwa bisa saja pelayanan yang diberikan jauh lebih cepat 
dari standar yang ada.” (hasil wawancara 31 Mei 2011) 
 
Adapun pendapat lain dari penerima pelayanan yang menyatakan bahwa: 
Berdasarkan pengalaman Ny.R dan Nn. R.HM mengatakan bahwa 
“pelayanan yang saya terima waktunya tidak berbelit- belit karena saya 
sebagai penerima pelayanan sudah memenuhi aturan dan prosedur yang 
ada dan juga pelayanan  yang diberikan ± 10 menit.” (hasil wawancara 15 
Juni 2011) 
 
Wawancara dari Tn.S yang menyatakan bahwa “saya sebagai penerima 
pelayanan merasa puas dengan pelayanan yang ada karena mereka 
tidak berbelit- belit dalam memberikan pelayanan dan juga waktu pada 
pelayananya tidak begitu lama, dan butuh waktu yang lama sekitar 15 
menit mungkin.“ (hasil wawancara 15 Juni 2011) 
 
Selain itu, terdapat pula pernyataan yang dikemukakan oleh Staf 
Penempatan, yaitu: 
“Masyarakat penerima pelayanan sebelum melakukan pelayanan AK 1, 
sebaiknya harus mengetahui apa saja persyaratan dari AK 1 tersebut 
agar mampu untuk menunjang penyelesaian pelayanan agar lebih cepat 
dari standar yang ada namun berdasarkan pengalaman yang ada para 
penerima pelayanan yang telah dilayani waktu yang diberikan dalam 
melayani ± 15 menit tapi seperti itu tadi semuanya bisa lebih cepat 
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tergantung dari kondisi maupun situasi yang ada.” (hasil wawancara 8 
Juni 2011)  
 
Adapun pendapat yang diutarakan dari penerima pelayanan yang lainnya, 
bahwa: 
Tn. Y menyatakan bahwa “saya tidak tahu sebelumnya kalau sebelum 
melakukan pengurusan pelayanan AK 1 terdapat beberapa aturan yang 
ada, jadi dalam mengurus AK 1 ini waktu pelayanan yang saya terima 
kurang tahu karena sempat dua kali datang ke kantor ini, dan menurut 
saya kurang efisien karena saya harus dua hari dalam kepengurusan 
pelayanan AK 1. Jadi menurut saya perlu adanya pemberitahuan dari 
instansi ini untuk memberikan informasi yang berupa pemberitahuan di 
Mading depan kantor tersebut, jadi para penerima pelayanan tidak susah 
lagi ataupun minim informasi.” (hasil wawancara 16 Juni 2011) 
 
Pernyataan dari Nn. D.A yang mengatakan: “sebagai penerima pelayanan 
saya merasa tidak berbelit- belit dalam pelayanannya sedangkan dari 
segi waktu pelayanan tidak sampai setengah jam, namun sebaiknya 
dalam web-site disnaker perlulah adanya pemberitahuan yang 
informasiny6a berisikan apa saja yang dibutuhkan dalam kepengurusan 
AK 1 tersebut.”(hasil wawancara 16 Juni 2011) 
 
 Biaya 
Terkait dengan masalah biaya dalam pelayanan, apakah terdapat biaya 
dalam pengurusan kartu tanda pencari kerja? 
Berdasarkan hasil wawancara  dengan Kabid Perencanaan, Penempatan 
dan Perluasan Tenaga Kerja, yang mengatakan bahwa: 
“Pelayanan yang diberikan kepada pada masyarakat berupa pelayanan 
AK 1 ini tidak dikenakan biaya (Gratis) namun biasa pula ada masyarakat 
yang mungkin memliki rasa terimakasih yang tinggi makanya mereka 
memberikan uang sebagai ucapan.” (hasil wawancara 31 Mei 2011) 
 
Adapun pendapat yang dikemukakan dari Tn. Y yang menyatakan: 
“Dari hasil kepengurusan saya dalam hal AK 1 tidak dikenakan biaya 
namun seikhlasnya saya memberi kepada staf yang bersangkutan dalam 
memberikan pelayanan karena saya merasa puas dengan kinerja 
pelayanannya tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau pelayanannya 
kurang memuaskan mungkin saja saya tidak bertindak seperti ini yah 




Pendapat senada namun berbeda diutarakan oleh Nn R.HM dan Ny. R, 
beliau berkata: 
“Pelayanan yang didapatkan dari segi biaya memuaskan karena cukup 
membantu masyarakat penerima pelayanan apalagi kalau mereka kurang 
mampu namun harus memiliki AK 1, jadi cukup membantu antara 
masyarakat dan aparat pemerintahan karena tidak menutup kemungkinan 
semua penerima pelayanan memiliki uang yang lebih apalagi kalau harus 
dibayar dengan harga yang beragam jadi semoga pelayanan ini bisa 
seperi ini terus, namun dari segi aktualnya sampai sekarang ini sebagai 
penerima pelayanan belum melihat dan merasakan adanya PUNGLI 
dalam pelayanan ini.” (hasil wawancara 31 Mei 2011) 
 
Pendapat berbeda dari seorang Staf Penempatan, berkata: 
“Saat ini tidak dikenakan biaya dalam pelayanan AK 1, namun dulu 
sewaktu sebelum dikeluarkannya Perda Tahun 2010 terdapat biaya 
dalam pelayanannya karena disesuaikan dengan adanya Perda tersebut.” 
(hasil wawancara 8 Juni 2011) 
 
Selanjutnya terkait dengan biaya, masyarakat penerima pelayanan Tn.S 
berkata: 
“Bingung juga dengan sistem kepemerintahan sekarang dan terdahulu, 
tapi ada baiknya juga karena waktu pengurusan AK 1 pertama kalinya 
saya dikenakan biaya bahkan ada kerabat yang mengurus biayanya lebih 
besar dari saya, tidak tahu yah ini bersifat Pungli atau apalah namanya. 
Kalau dari segia katual ada biaya dan semoga pelayananya memberikan 
penyesuaian kalau bisa Gratis pegurusan AK 1 Ini yang kedua kalinya 
saya.” (hasil wawancara 16 Juni 2011) 
 
Tanggapan dari penerima pelayanan, Nn.D yang menyatakan bahwa: 
“Dari segi aktual, pelayanan AK 1, namun sewaktu penyelesaian 
pelayanan yah saya memberikan seikhlasnya kepada salah satu staf dan 
juga ia menerima, walaupun terdapat masyarakat yang memberikan biaya 
harapannya bukan berarti ada lagi pungli yang seperti kepengurusan 
terdahulu apalagi kalau padat- padatnya masyarakat yang ingi dilayani.” 
(hasil wawancara 15 Juni 2011) 
 Kuantitas 
Selain itu, penulis melakukan wawancara berkenaan dengan kuantitas 
atau output yang dihasilkan dari segi penerima pelayanan. Adapun pendapat dari 
penerima pelayanan yang mewakili yakni Ny R dan Nn D: 
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“Output yang dihasilkan baik karena hal ini juga trekait dengan waktu 
maupun biaya namun tidak menutup kemungkinan kedepannya jauh lebih 
baik lagi semoga aparat dalam perencanannya dapat melaksanakan 
maupun menjalankan amanahnya sebaik mungkin.”(hasil wawancara 17 
Juni 2011) 
Berdasarkan kuantitas pelayanan yang diberikan dan apakah sudah 
melalui perencanaan yang sudah ada ataupun tidak, Kasie Penempatan 
mengutarakan bahwa: 
“Berpatok pada kuantitas pelayanannya kami berdasar dari perencaan 
yang sudah ada dan menjadi ketetapan yang berdasar dari kecepatan 
maupun ketepatan dalam menyelesiakan suatu pekerjaan akan tetapi ini 
juga berpatok dari input yang diterima, apabila bermasalah dalam hal 
pemenuhan syarat- syarat maka akan mengakibatkan output terkendala.” 
(hasil wawancara 9 Juni 2011) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, penulis dapat 
menggambarkan bahwa berdasarkan Efisiensi Pelayanan Kantor Disnaker dinilai 
sudah baik karena terdapatnya usaha dari atasan maupun bawahan dari sistem 
kepegawaian yang mengusahakan penyelesaian pekerjaan dengan lebih cepat 
dan memuaskan namun belum dapat dikatakan sangat baik karena masih 
terdapatnya keluhan dari masyarakat sebagai penerima pelayanan yang 
menyatakan bahwa sebaiknya terdapat informasi terdahulu baik itu melalui web-
site ataupun informasi lewat mading depan kantor mengenai syarat- syarat apa 
saja yang harus dipenuhi dalam pengurusan AK 1, jadi tidak perlu lagi mengulur 
waktu dalam kepengurusannya, karena waktu merupakan hal terpenting yang 
dirasa sebagai penerima pelayanan itu sendiri. Selain itu, kejelasan biaya 
diperlukan agar tidak terjadi pungli dalam sistem pemberian pelayanannya. 
Jika dikaitkan antara Konsep Efisiensi Pelayanan dengan hasil 
wawancara maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelayanan yang diberikan 
Efisien, bila dilihat dari waktu, biaya dan kuantitas. Tapi tidak menutup 
kemungkinan hal ini dapat saja berubah apabila disertai tanggapan masyarakat 
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yang masih saja mersa kurang puas terhadap hasil pelayanan yang diterima dan 
juga ini perlu mendapat perhatian dari aparat pemerintah. 
2. Semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja 
Semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja juga merupakan hal 
yang perlu diperhatikan dalam rangka mengukur efektivitas. Dimensi semangat 
kerjasama dan loyalitas kelompok kerja terkait dengan efektivitas pelayanan 
publik di Kantor Dinas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar 
yang dapat dideteksi dengan melihat sub- sub indikatornya: 
 Koordinasi atasan (hubungan kerja dengan para pegawai) 
 Disiplin waktu 
Selanjutnya untuk lebih jelasnya berikut ini akan dipaparkan hasil 
wawancara dari beberapa informan sesuai dengan indikator yang digunakan 
dalam penelitian ini. 
 Koordinasi atasan 
Berkaitan dengan hal hubungan kerja dengan para pegawai maupun 
atasan dan seperti apa bentuk kerjasama dalam meningkatkan loyalitas 
kelompok kerja? 
Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kabid Perencanaan, Penempatan 
dan Perluasan  beliau berpendapat bahwa: 
“Antara pimpinan serta bawahan memiliki hubungan kerjasama yang baik 
antara yang satu dan lainnya, dalam hal ini tidak bersifat monoton karena 
bentuk kerjasama yang dilakukan dalam peningkatan loyalitas yakni 
dengan bertukar fikiran dan saling melakukan komunikasi sebaik mungkin 
sehingga sebagai teamwork dapat berjalan dengan baik”(hasil 
wawancara 7 Juni 2011) 
 




“Bentuk kejasama yang terjalin berjalan dengan baik dan juga bersifat 
kekeluargaan, sehingga tidak menimbulkan sifat yang monoton. 
Mengenai masalah bentuk kerjasamanya kami melakukannya dengan 
sebaik mungkin dan seprofesional mungkin sebagai aparat pemerintah 
yang baik.”(hasil wawancara 7 Juni 2011) 
Berkaitan dengan hal di atas Kasie Penempatan menambahkan bahwa: 
“Dalam hubungan kerja baik antara pimpinan maupun bawahan pada 
Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar tidak memiliki jarak serta 
saling open manajemen sehingga menimbulkan hubungan yang berjalan 
dengan baik dan saling memberikan kebebasan untuk menjadi lebih baik 
lagi, sedangkan bentuk kerjasama yang dilakukan yakni disesuaikan 
dengan kapasitas maupun kemampuannya jadi semuanya menjalankan 
sesuai dengan TUPOKSI yang sudah ditetaapkan.”(hasil wawancara 8 
Juni 2011) 
 
Adapun pendapat lain yang menambahakan dari Staf Penempatan, 
bahwa: 
“Hubungan kerja yang terjalin baik melalui koordinasi atasan maupun 
hubungan kerja dengan para pegawai berjalan dengan baik juga selalu 
memberikan pelayanan yang prima dengan baik, cepat, tepat dan mudah 
sehingga tanggapan masyarakat juga merasa senang dan bangga 
kepada aparat pemerintah namun bentuk dari kerjasama ini merupakan 
turut serta dari pimpinan agar dapat menghasilkan kerjasama yang lebih 
baik lagi.” (hasil wawancara 8 Juni 2011) 
 Disiplin Waktu 
Apakah disiplin waktu tersebut berkenaan langsung terhadap semangat 
kerjasama serta loyalitas dalam kelompok kerja? 
Berkenaan hal di atas, penulis mewawancarai Kasie Penempatan yang 
menyatakan pendapatnya bahwa: 
“Menurut saya berkenaan langsung karena disiplin waktu merupakan 
faktor utama dalam penunjang keberhasilan, karena waktu sangatlah 
penting makanya kita harus selalu menghargai waktu yang ada tanpa 
harus menyia-nyiakan kesempatan tersebut.” (hasil wawancara 8 Juni 
2011) 
 




Staf Perencanaan: “Disiplin waktu sangatlah dibutuhkan dan harus selalu 
tertanam di diri kita apalagi sebagai seorang aparat pemerintah harus dan 
patutlah memberikan contoh yang lebih baik lagi dalam hal menunjang 
kesuksesan setiap pegawai sehingga masing- masing pegawai dapat 
menjalankan kewajibannya dengan menumbuhkan sifat loyal.” (hasil 
wawancara 7 Juni 2011) 
Staf Penempatan: “Berkenaan disiplin waktu, otomatis berhubungan 
langsung dengan semangat dalam bekerjasama juga loyal terhadap 
pekerjaan yang sesuai dengan Tupoksinya dia harus menumbuhkan rasa 
loyal tersebut namun kesemuanya juga akan kembali dan tergantung dari 
individu masing- masing tanpa harus menyalahi prosedur maupun aturan 
yang telah ditetapkan misalnya jam keja seperti itu.”(hasil wawancara 8 
Juni 2011) 
 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan dan 
juga di dukung dengan telaah pustaka maka penulis dapat menggambarkan 
bahwa Semangat Kerjasama dalam Dinas Tenaga Kerja baik itu antara pimpinan 
serta para staf sudah dikatakan baik karena mereka menjunjung rasa 
kekeluargaan tanpa harus menimbulkan sifat yang monoton terhadapa para 
pegawainya namun tidak menutup kemungkinan rasa Loyalitas Kelompok Kerja 
yang ditanamkan dan diapresiasikan maupun yang diberikan kepada masyarakat 
akan searah dengan semangat kerjasama tersebut. 
3. Desentralisasi dalam Pengambilan Keputusan 
Desentralisasi dalam pengambilan keputusan juga merupakan hal yang 
yang penting dperhatikan dalam mengukur efektivitas dan dengan adanya 
desentralisasi dalam pengambilan keputusan maka akan dapat memperbaiki 
efektivitas dari pelayanan publik yang ada. 
Berkaitan dengan bagaimana proses pengambilan keputusan dalam 
organisasi, Kabid Perencanaan, Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja 
memberikan penjelasan wawancara dengan penulis. Beliau mengatakan bahwa: 
“Pengambilan keputusan di Kantor ini bersifat kolektif dan disesuaikan 
dengan peraturan yang sudah ada apalagi jika insidentil harus melekat 




Terkait dengan bagaiamana proses pengambilan keputusan dalam 
organisasi, Staf Penempatan kemudian mengutarakan bahwa: 
“Mengenai pengalihan wewenang dalam proses pengambilan  keputusan 
di Kantor ini, yah disesuaikan dengan jabatan kepegawaian serta struktur 
organisasinya.” (hasil wawancara 9 Juni 2011) 
 
Selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan penulis tentang adakah diskresi 
dalam pengambilan keputusan/ pada situasi darurat pegawai bisa mengambil 
keputusan, Kasie Penempatan mengatakan bahwa: 
“Dalam pengambilan keputusan para pegawai dalam keadaan tertentu 
tidak serta- merta dalam mengeluarkan keputusan terhadap suatu 
organisasi terkecuali terdapat pendelegasian wewenang yang 
disesuaikan dengan struktur jabatan itu sendiri.”(hasil wawancara 9 Juni 
2011) 
 
Sedangkan menurut Staf Perencanaan, beliau mengatakan bahwa: 
 
“Kalau permasalahannya tidak rumit namun keputusannya juga 
disesuaikan, maka pegawai yang bersangkutan dimungkinkan untuk 
mengambil keputusan tapi harus juga dikomunikasikan terlebih dahulu 
dengan pimpinan yang bersangkutan.”(hasil wawancara 7 Juni 2011) 
 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta tinjauan ulang 
terhadap konsep- konsep yang terkait dengan desentralisasi dalam pengambilan 
keputusan yang telah penulis lakukan maka penulis dapat menggambarkan 
bahwa Desentralisasi dalam Pengambilan Keputusan di Kantor Dinas Tenaga 
Kerja Kota Makassar belum diterapkan dan belum menunjang efektivitas 
pelayanan, karena tidak adanya kebebasan yang diberikan pada pegawai dalam 
pengambilan keputusan pada waktu darurat dan inilah yang merupakan salah 
satu contoh yang juga memperlambat pelayanan yang sebenarnya masyarakat 
membutuhkan dalam keadaan darurat akan tetapi di instansi tersebut tidak bisa 
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mengeuarkan keputusan dengan berbagai macam alasan yang mungkin bisa 
merugikan bagi masyarakat itu sendiri. 
4. Hubungan  Pimpinan dan Bawahan 
Berkaitan dengan bentuk dukungan yang diberikan antara pimpinan dan 
bawahan, Kabid Perencanaan Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Kota 
Makassar yang mengatakan bahwa: 
“Berpacu untuk selalu menjadi yang terbaik dan memberikan arahan yang 
lebih baik pula kedepannya agar dapat saling berkompetensi secara 
positif tanpa harus ada yang merasa dirugikan.”(hasil wawancara 14 Juni 
2011) 
 
Berkaitan dengan bentuk dukungan  yang diberiakan antara pimpinan dan 
bawahan, Staf Perencanaan kemudian mengutarakan bahwa: 
 
“Dukungan utama yang terjalin yakni saling memotivasi antara satu dan 
lainnya dengan menjalin komunikasi yang lebih baik lagi.”(hasil 
wawancara 16 Juni 2011) 
 
Menurut Kasie Penempatan, yang mengatakan bahwa: 
 
“Saling mendukung, baik itu dari aspek pengelolaan administrasi maupun 
dari segi penunjang yang lainnya baik itu berupa motivasi sendiri untuk 
pengembangan dirinya maupun terhadap organisasi.”(hasil wawancara 
13 Juni 2011) 
Berkaitan dengan bentuk dukungan yang diberikan antara pimpinan dan 
bawahan, Staf Penempatan mengatakan bahwa: 
“Ada bentuk dukungannya yakni melalui semangat atau motivasi, 
penciptaan lingkungan kerja yang kondusif juga menunjang serta adanya 
sarana maupun prasarana yang memadai sehingga penciptaan yang 
terjalin sangat baik.” (hasil wawancara 13 Juni 2011) 
 
Sejalan dengan hal di atas, Kabid Perencanaan Penempatan dan 
Perluasan Tenaga Kerja Kota Makassar memberikan penjelasan mengenai 
upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan pimpinan maupun bawahan, 
beliau mengatakan bahwa:  
“Upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan antara pimpinan 
maupun bawahan yang biasa dilakukan di kantor ini yakni berupa rapat 
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koordinasi, yakni memberikan arahan kepada individu masing- masing 
agar mempunyai kompetensi yang lebih baik lagi baik terhadap diri sendiri 
maupun organisasi dan juga saling memberikan saran yang bersifat 
membangun.”(hasil wawancara 14 Juni 2011) 
 
Selanjutnya penjelasan mengenai tanggung-jawab pegawai terhadap 
tugas masing- masing Kabid Perencanaan Penempatan dan Perluasan Tenaga 
Kerja Kota Makassar mengatakan bahwa: 
“Setiap jenjang sudah ada Tupoksi dan sudah ada pembagian 
tanggungjawabnya, jadi setiap pekerjaan dilaksanakan berdasarkan tugas 
dan tanggungjawabnya masing- masing.”(wawancara 14 Juni 2011) 
 
Dalam kesempatan lain, Staf perencanaan juga memberikan tanggapan. 
Beliau mengatakan yakni: 
“Masing- masing individu bekerja secara profesional dalam penyelesaian 
tugasnya tanpa ada terkecuali, namun apabila apa yang menjadi 
tanggungjawabnya ia merasa kesulitan ataupun tidak tahu, tidak paham 
maka ia boleh mempertanyakannya.”(wawancara 16 Juni 2011) 
 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan maka 
penulis dapat menggambarkan bahwa hubungan pimpinan dan bawahan di 
Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar sudah dapat dikatakan baik dan 
harmonis,Komunikasi yang terjalinpun sesuai dengan pengamatan penulis yakni 
baik. Dukungan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan dan juga terhadap 
sesama bawahanpun nampak baik. Dan dalam variabel ini tidak terdapat 
masalah yang memungkinkan tidak tercapainya efektivitas pelayanan itu sendiri. 
5. Adanya usaha dari individu maupun organisasi dalam pencapaian tujuan 
Adanya usaha dari individu maupun organisasi dalam pencapaian tujuan 
juga merupakan hal yang penting diperhatikan dalam mengukur efektivitas. 
Dengan adanya usaha ini, mungkin akan membantu dalam pelayanan yang 
diberikan kepada publik. 
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Berkaitan dengan adakah usaha yang berupa kelebihan ataupun jiwa 
kreatif yang dimiliki dalam pengembangan pelayana untuk pencapaian tujuan, 
Kabid Perencanaan Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Kota Makassar 
yang mengatakan bahwa: 
“Kalau dalam pelayanan sendiri pegawai tidak memiliki kelebihan, karena 
mereka bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ada dan yang sudah 
menjadi ketetapan. Sebagai contoh pada saat memuncaknya pendaftar 
AK 1 para pegawai berusaha untuk meminimalkan waktu yang ada tanpa 
harus bertanya panjang kali lebar tentang pertanyaan di AK 1 bisa 
diminimalkan namun tidak menyalahi dari aturan yang sudah ada, agar 
para penerima pelayanan tidak merasa bosan dan jenuh.”(hasil 
wawancara 14 Juni 2011) 
 
Pendapat berbeda diutarakan oleh Kasie Penempatan yang menyatakan 
bahwa: 
“Kreatif mungkin semua ada pada manusia akan tetapi mungkin ia tidak 
tahu berupa apa atau seperti apa untuk pengembangannya, namun 
sejauh ini di kantor ini hanya menerapkan pengevaluasian dalam sistem 
kerja. Yah dari sinilah kita ketahui apa yang direncanakan belum 
maksimal, maka diperlukan pengembangan lagi menjadi lebih 
baik.”(wawancara 17 Juni 2011) 
 
Selanjutnya, Staf Penempatan mengatakan bahwa: 
 
“Pada umumnya kami para pegawai harus mengikuti aturan yang ada 
namun apabila jiwa kreatif itu muncul mungkin saja kami salurkan selama 
tidak menyalahi dan merugikan, akan tetapi sampai saat ini belum adanya 
jiwa kretif yang dimunculkan dalam pelayanan, akan tetapi kita hanya 
berpatok saja pada keadaan yakni waktu maupun perkembangna yang 
sudah menjadi ketetapan.”(hasil wawancara 14 Juni 2011) 
 
Berdasarakan Hasil wawancara dan tinjauan ulang berdasarkan 
observasi, belum adanya usaha yang muncul baik itu berupa kelebihan ataupun 
jiwa kreatif yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan untuk pencapaian 
tujuan, karena mereka hanya berdasar kepada prosedur yang sudah ada tanpa 







Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan 
sehubungan dengan permasalahan penelitian yang diajukan yaitu sebagai 
beikut: 
1. Efektivitas pelaksanaan dilihat dari pendekatan proses, terdiri atas beberapa 
indikator yakni: 
a. Efisiensi pelayanan, sudah berjalan dengan baik akan tetapi perlu adanya 
pembaharuan tentang penginformasian syarat- syarat agar dapat menunjang 
penyelesaian waktu pelayanan yang sesuai dengan SOP, juga 
penginformasian biaya agar kedepannya tidak terjadi pungli yang dilakukan 
oleh pegawai yang melanggar aturan. 
b. Semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja, Semangat Kerjasama 
dalam Dinas Tenaga Kerja baik itu antara pimpinan serta para staf sudah 
dikatakan baik karena mereka menjunjung rasa kekeluargaan tanpa harus 
menimbulkan sifat yang monoton terhadapa para pegawainya namun tidak 
menutup kemungkinan rasa Loyalitas Kelompok Kerja yang ditanamkan dan 
diapresiasikan maupun yang diberikan kepada masyarakat akan searah 
dengan semangat kerjasama tersebut. 
c. Desentralisasi dalam pengambilan keputusan, belum diterapkan dan hal 
ini juga yang bisa menunjang tidak terjadinya keefektifan dalam pelayanan, 
karena tidak adanya pendelegasian wewenang dalam keadaan darurat dan 




d. Hubungan pimpinan dan bawahan, berjalan dengan baik, harmonis dan 
komunikasinyapun berjalalan dengan baik. Serta dukungan yang diberikan 
oleh atasan kepada bawahan dan juga terhadap sesama bawahanpun 
nampak baik. Dan dalam variabel ini tidak terdapat masalah yang 
memungkinkan tidak tercapainya efektivitas pelayanan itu sendiri. 
e. Adanya usaha dari individu maupun organisasi dalam pencapaian tujuan, 
disini belum adanya usaha yang muncul baik itu berupa kelebihan ataupun 
jiwa kreatif yang dimiliki dalam pencapaian tujuan, karena mereka hanya 
berdasar kepada prosedur yang sudah ada tanpa harus menyalahi aturaan 
untuk pencapaian tujuannya sendiri. Seharusnya diperlukan pengembangan 
karena mungkin saja membantu dalam hal pelayanan yang lebih baik 
kedepannya. 
VI.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai 
berikut: 
 Kantor Dinas Tenaga Kerja kota Makassar dalam menjalankan perannya 
harus lebih didorong dengan misinya dan berusaha untuk mampu 
mewujudkan misi dari kantor tersebut. 
 Pentingnya mendengar kritik dan saran dari masyarakat, karena ini juga 
mampu untuk mendorong efektivitas pelayanan jauh lebih baik, contohnya 
bersifat transparansi dalam biaya meskipun dikatakan gratis tapi ini juga perlu 
ada penyampaian agar tidak terjadi pungli, informasi tentang syarat dalam 
kepengurusan AK 1 karena ini terkait juga dengan waktu pelayanan. 
 Pendelegasian wewenang berupa pengambilan keputusan juga perlu 
menjadi pertimbangan katrena tidak selamanya atasan ada di tempat jadi 
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perlu adanya pemikiran untuk pengalihan kepada pegawai untuk menunjang 
keefektifan pelayanan. 
 Serta adanya usaha dari individu maupun organisasi baik itu berupa 
kreatif pegawai agar dapat menunjang hal- hal baru dalam sistem pelayanan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
